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ABSTRAK. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara 
perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi tersebut. 
Metode – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh 
melalui observasi, wawancara langsung dengan informan terkait, serta dokumentasi perkara perceraian 
selama tahun 2021–2023. 
Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Pada tahun 2021 
hanya 8,3% perkara yang berhasil dicabut melalui mediasi, tahun 2022 sebesar 13,3%, dan tahun 2023 
sebesar 15,1%. Faktor pendukung meliputi keterbukaan pihak, empati mediator, kehadiran, dan kesetaraan. 
Faktor penghambat meliputi keinginan kuat untuk bercerai, konflik panjang, masalah psikologis, dan 
ketidakhadiran pihak 
Originalitas (Novelty Penelitian ini unik karena mengkaji efektivitas mediasi dalam konteks lokal 
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang jarang dibahas. Pendekatan terhadap faktor internal dan 
eksternal memberikan perspektif baru. 
Implikasi – penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas mediator, penguatan regulasi 
internal di pengadilan, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian 
sengketa melalui mediasi. Hasil ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 
yang mendorong optimalisasi mediasi sebagai solusi non-litigasi yang lebih humanis dan berorientasi pada 
pemulihan hubungan keluarga.. 
Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama 

 
ABSTRACT. 
Purpose – This study aims to examine the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the 
Religious Court of Pangkalan Kerinci, Pelalawan Regency, and to identify the supporting and inhibiting 
factors that influence the success of the mediation process. 
Methodology – This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected 
through direct observation, interviews with relevant informants, and documentation of divorce case records 
from 2021 to 2023. 
Findings – The results show that the success rate of mediation remains low. In 2021, only 8.3% of cases 
were withdrawn after successful mediation; in 2022, the figure rose to 13.3%, and in 2023 to 15.1%. 
Supporting factors include openness between parties, mediator empathy, presence during mediation, and 
equality in the process. Inhibiting factors include a strong desire to divorce, prolonged conflict, 
psychological issues, and the absence of one party 
Originality/Novelty – This research is unique in its focus on the effectiveness of mediation within the local 
context of the Religious Court of Pangkalan Kerinci, a topic that has rarely been studied. By analyzing both 
internal and external factors, the study offers a new and comprehensive perspective. 
 Implications – The study implies the need to improve the quality and capacity of mediators, strengthen 
internal court regulations, and enhance public legal education regarding the importance of mediation in 
dispute resolution. The findings can also serve as a basis for policy development to promote mediation as 
a more humane, restorative, and non-litigation solution in family law cases. 
Keywords: Effectiveness, Mediation, Divorce, Religious Court 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam 

pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi 

juga sebagai bentuk ibadah yang bernilai sakral. Melalui perkawinan, terbentuklah keluarga 

sebagai unit terkecil dalam masyarakat, yang memiliki peran penting dalam membentuk peradaban 

yang bermartabat. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar tercipta ketenangan 

(sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) di antara pasangan suami istri. Proses 

akad nikah yang disebut ijab qabul menjadi landasan hukum yang sah atas terbentuknya hubungan 

perkawinan dalam Islam. 

Namun, seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan sosial dan perubahan nilai-nilai 

budaya menyebabkan meningkatnya permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada 

perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri dan 

membawa dampak sosial, psikologis, serta hukum bagi kedua belah pihak maupun anak-anak yang 

terlibat. Islam memang memberikan ruang bagi perceraian sebagai jalan terakhir jika tidak 

ditemukan lagi titik temu dalam penyelesaian konflik, namun perceraian adalah hal yang 

dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah solusi 

utama yang dianjurkan. 

Fenomena perceraian yang meningkat dari waktu ke waktu telah menjadi persoalan serius di 

berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan dari berbagai Pengadilan Agama menunjukkan 

bahwa kasus perceraian terus mengalami tren peningkatan. Perceraian yang dulunya dianggap 

sebagai aib dan tabu, kini telah menjadi fenomena umum yang dapat diterima oleh masyarakat 

sebagai bagian dari penyelesaian konflik rumah tangga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan 

rusaknya tatanan sosial dan lemahnya ketahanan keluarga dalam masyarakat. 

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi 

Riau, dalam empat tahun terakhir tercatat jumlah perkara perceraian yang masuk cukup tinggi: 

pada tahun 2020 sebanyak 445 perkara, tahun 2021 sebanyak 592 perkara, tahun 2022 sebanyak 

643 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 589 perkara. Meskipun Mahkamah Agung telah mengatur 

mekanisme mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 sebagai 

bagian dari prosedur wajib dalam penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian, 

implementasinya masih belum efektif. Data menunjukan bahwa keberhasilan mediasi sangat 

minim. Pada tahun 2020, tidak ada satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 
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Tahun 2021 hanya 7 perkara berhasil dimediasi, tahun 2022 sebanyak 10 perkara, dan tahun 2023 

meningkat menjadi 21 perkara. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi diharapkan 

menjadi alternatif utama penyelesaian konflik perkawinan, kenyataannya mediasi belum mampu 

menjadi solusi dominan dalam menyelesaikan perkara perceraian. 

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung telah mencoba mengintegrasikan 

mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan memuaskan bagi para 

pihak. Hal ini diatur secara resmi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan, yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan tindak 

lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002. Mediasi di pengadilan 

bersifat wajib dan harus dilaksanakan sebelum proses litigasi berlanjut. Dalam ketentuan hukum 

acara, terutama dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, upaya damai menjadi langkah yang 

harus ditempuh sebelum majelis hakim melanjutkan sidang perkara secara litigasi. 

Dari perspektif hukum Islam, mediasi juga memiliki landasan kuat. Al-Qur’an secara eksplisit 

menganjurkan penyelesaian sengketa perkawinan melalui juru damai (hakam), sebagaimana 

terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 35: "Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara 

keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah 

memberi taufik kepada suami-istri itu." Selain itu, Islam mengenal konsep al-shulh sebagai sarana 

utama penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan menciptakan keadilan substantif tanpa 

harus menimbulkan pihak yang menang dan kalah, seperti dalam sistem litigasi. 

Mediasi tidak hanya menjanjikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menawarkan pendekatan 

yang lebih manusiawi, komunikatif, dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk 

menemukan titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan yang 

didasari oleh kehendak bebas dan pertimbangan keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, 

efektivitas mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kesiapan para pihak, 

kapasitas mediator, budaya hukum masyarakat, hingga dukungan sistem peradilan itu sendiri. 

Kondisi rendahnya keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Pangkalan Kerinci menunjukkan bahwa terdapat masalah implementatif yang perlu dikaji 

lebih lanjut. Apakah karena lemahnya peran mediator, minimnya pemahaman masyarakat 

terhadap mediasi, atau adanya hambatan struktural dan prosedural dalam pelaksanaan mediasi di 

pengadilan. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas 
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mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Penelitian 

ini menjadi penting mengingat mediasi merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan untuk 

menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai asas yang diamanatkan 

oleh hukum acara. 

 

METODE 

pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal secara apa adanya. Baik dari 

data tulisan, ungkapan atau tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara 

ataupun penelaahan dukumen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan 

kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam, studi dokumen, dan observasi langsung ke lapangan. 

1. Data Perkara dan Keberhasilan Mediasi 

Berdasarkan data perkara dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, berikut adalah 

perkembangan jumlah perkara perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi dari tahun 2020 

hingga 2023: 

 
Table hasil perkara dan keberhasilan mediasi 

Tahun Jumlah Perkara Perceraian Perkara yang Berhasil Dimediasi Persentase Keberhasilan (%) 

2020 445 0 0% 

2021 592 7 1.18% 

2022 643 10 1.56% 

2023 589 21 3.56% 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka keberhasilan 
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mediasi, namun jika dilihat dari persentasenya, masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa mediasi belum berjalan secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam 

perkara perceraian. 

2. Temuan Lapangan 

Dari hasil wawancara dengan hakim, mediator, dan pegawai pengadilan, ditemukan beberapa 

faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi, yaitu: 

a) Kesiapan psikologis para pihak: Umumnya pasangan yang berperkara telah berada 

dalam kondisi konflik yang akut dan sulit disatukan kembali. 

b) Kualitas mediasi: Banyak mediator belum memiliki pelatihan atau sertifikasi khusus, 

sehingga proses mediasi menjadi kurang efektif dan hanya formalitas. 

c) Waktu dan fasilitas yang terbatas: Proses mediasi dilakukan di sela-sela jadwal 

persidangan yang padat dan tidak didukung oleh ruang mediasi yang layak. 

d) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi: Sebagian besar masyarakat 

menganggap mediasi sebagai tahapan prosedural, bukan solusi penyelesaian masalah. 

 

B. Pembahasan 

Efektivitas suatu proses mediasi dapat dilihat dari tiga aspek utama: prosedural, psikologis, dan 

sosiologis. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi dalam membentuk keberhasilan mediasi 

dalam perkara perceraian. 

 

1. Aspek Prosedural: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 

Mediasi merupakan bagian yang diwajibkan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuannya adalah agar sebelum memasuki pokok perkara, para 

pihak diberi ruang untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, dalam praktik di 

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, mediasi sering kali hanya menjadi formalitas. Hakim 

menjalankan proses mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, bukan sebagai 

sarana rekonsiliasi yang sesungguhnya. 

Mediasi yang dilakukan tidak memiliki waktu cukup panjang, hanya sekitar 10–20 menit dalam 

satu kali sesi. Hal ini jauh dari standar ideal mediasi yang membutuhkan komunikasi terbuka, 

empati, dan fasilitasi aktif oleh mediator. 

 

2. Aspek Psikologis: Faktor Emosional dan Ketegangan 
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Salah satu hambatan terbesar dalam mediasi perceraian adalah tingginya ketegangan emosional 

antara pihak suami dan istri. Banyak pasangan yang sudah tidak memiliki niat untuk rujuk dan 

telah menetapkan sikap untuk berpisah. Dalam kondisi ini, mediasi menjadi tidak efektif karena 

tidak adanya niat rekonsiliasi dari kedua belah pihak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

mediator untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan rasa saling menghargai. 

 

3. Aspek Sosiologis: Budaya Lokal dan Persepsi Masyarakat 

Masyarakat Kabupaten Pelalawan yang cenderung religius dan memiliki struktur sosial yang 

kuat sebenarnya memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan atau 

adat. Namun, jika permasalahan rumah tangga sudah masuk ke pengadilan, itu berarti konflik 

sudah tidak bisa lagi ditangani secara informal. Oleh sebab itu, pelaksanaan mediasi di 

pengadilan harusnya menjadi tahap rekonsiliasi yang lebih intensif, bukan sekadar kewajiban 

hukum. 

Salah satu faktor rendahnya keberhasilan mediasi adalah karena masyarakat masih melihat 

pengadilan sebagai tempat “mengakhiri” hubungan, bukan sebagai sarana “memperbaiki” 

hubungan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam mediasi harus mampu mengubah 

pola pikir ini. 

 

4. Mediasi dalam Perspektif Syariah (Islam) 

Islam telah lama mengenal konsep al-sulh (perdamaian) sebagai cara menyelesaikan konflik, 

sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35. Dalam konteks perceraian, syariat Islam 

menganjurkan ditunjuknya hakam (mediator) dari masing-masing pihak untuk mencari jalan 

damai. Ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya sekadar prosedur hukum, tetapi juga 

bagian dari ajaran Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah dampak sosial 

dari perceraian. 

Namun dalam implementasinya di Pengadilan Agama, konsep syariah ini belum sepenuhnya 

diterjemahkan ke dalam praktik mediasi yang substansial. Masih banyak mediator yang tidak 

menggunakan pendekatan spiritual dan emosional keagamaan dalam proses mediasi. 

 

5. Mediasi Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Berkelanjutan 

Salah satu keunggulan mediasi dibandingkan proses litigasi adalah sifatnya yang non-

konfrontatif. Dalam mediasi, para pihak dapat membicarakan masalah secara terbuka, mencari 
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solusi yang saling menguntungkan, serta mencegah konflik lanjutan setelah perceraian. 

Misalnya, mediasi sangat efektif untuk menyepakati pembagian nafkah, hak asuh anak, 

pembagian harta, dan komunikasi setelah perceraian. 

Namun, berdasarkan data di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sangat sedikit pasangan yang 

berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi 

sebagai “jembatan damai” belum berjalan optimal. Maka dari itu, perlu peran aktif mediator 

untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi agar para pihak sadar akan 

pentingnya menyelesaikan masalah secara damai. 

 

C. Evaluasi Efektivitas Mediasi 

Berdasarkan analisis hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam 

menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci masih rendah. 

Meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan mediasi dan peningkatan jumlah kasus yang 

berhasil dimediasi, namun pelaksanaan mediasi belum memenuhi standar efektivitas. 

Efektivitas mediasi dapat dievaluasi melalui beberapa indikator berikut: 

 
Gambar Evaluasi Efektivitas Mediasi 

Indikator Keterangan 

Jumlah perkara berhasil Masih sangat rendah, hanya 3,56% dari seluruh perkara pada tahun 2023 

Kualitas mediasi Banyak dilakukan hanya sebagai formalitas, tidak mendalam 

Kualifikasi mediator Tidak semua mediator tersertifikasi dan terlatih secara profesional 

Persepsi masyarakat Mediasi dianggap tidak penting, pengadilan sebagai tempat terakhir 

Dukungan infrastruktur Ruang mediasi belum representatif dan minim pendampingan psikologis 

 

 

Kesimpulan 

Setelah melakukan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan jumlah perkara mediasi selama 3 (tahun) terakhir, yakni 2021-2023 

berjumlah 221 dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 73 perkara, berhasil 

dimediasi dengan pencabutan perkara sebanyak 6 perkara sekitar 8,3%; pada tahun 

2022 sebanyak 75 perkara, berhasil dimediasi dengan pencabutan perkara sebanyak 
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10 perkara atau sekitar 13,3% dan tahun 2023 sebanyak 73 perkara, berhasil dimediasi 

dengan pencabutan perkara sekitar 11 perkara atau sekitar 15,1%. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di 

Kabupaten Pelalawan masih rendah dan belum efektif. 

2. Efektivitas tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dipengaruhi oleh (1) faktor 

kemampuan dan kejelian mediator (2) faktor para pihak yang bersengketa, (3) para 

pihak bersifat pro aktif, (4) para pihak saling mau memahami, (5) faktor sosiologis dan 

psikologis, dan (6) faktor para pihak dapat memahami rumah tangga yang sebenarnya. 
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